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PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Pan
\

r~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dhede Widhiasmara bin | Ketut Suryadi Aria, tempat dan tanggal
lahir Nabire, 19 November 1986, agama Islam,
pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di JI. Raya Madi, Distrik Paniai Timur,
Kabupaten Paniai, sebagai Pemohon;

melawan

Irna Ratri Muru binti Markus Muru, tempat dan tanggal lahir Nabire,
11 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman
di Jin. Raya Madi, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Pan,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari
Jum'at tanggal 14 Desember 2007 di Kecamatan Nabire, Kota Nabire
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Propinsi Papua yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Nabire, Kota Nabire sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : B.001/KUA.26.01.03/DP/VI1II/2020, tanggal 24 Agustus 2020;

2 Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak di
Pengadilan Agama Paniai dengan perkara Nomor 0008?Pdt.G/2019/PA
Paniai, tanggal 25 Nopember 2019, namun Pemohon mencabut karena
Pemohon terkendala Pengurusan Duplikat Akta Nikah;

3 Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang
tua Pemohon, selama kurang lebih satu minggu dan pada bulan Januari
tahun 2008, Pemohon dan Termohon berangkat ke Paniai berhubung
Pemohon bertugas di Polres Paniai;

4 Bahwa kini umah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai
12 Tahun , pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri,
dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni : Shalzabilla Kinanthi Asmara bin
Dhede Widhiasmara, Umur 12 Tahun 8 Bulan dan Zhelouva Anugerah
Putra Asmara bin Dhede Widhiasmara, Umur 9 Tahun yang keduanya
dalam asuhan Termohon;

5 Bahwa pada tahun 2010 , Pemohon sempat bertugas kurang lebih 3 bulan
di tempat lain yang mengakibatkan Pemohon tidak bertemu dengan
Termohon selama 3 bulan itu juga, dan pada saat Pemohon dan Termohon
sudah bertemu, Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan
suami istri, akan tetapi Termohon menolak dengan alasan kecapaian urus
anak dan lain-lain;

6 Bahwa pada bulan Mei Tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sudah goyah dan tidak ada lagi keharmonisan dan Pemohon
dan termohon juga sudah pisah rumah, karena terjadi pertengakaran dan
perselisinan secara terus menerus yang disebabkan orang tua Termohon
selalu mencampuri urusan mumah tangga Pemohon dan Termohon
sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami dan kepala

rumah tangga;
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7 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bertemu untuk
membicarakan permasalan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan
Termohon tetap pada pendirian masing-masing;

8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut itulah

Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak;
Bahwa Pemohon dan Termohon pemah membicarakan perceraian secara
baik-baik dan nantinya Termohon yang akan mengurus perceraian, namun
hingga saat ini Termohon belum mengurus perceraian tersebut dan
menemui jalan buntu;

9 Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi dengan
Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai ke
Pengadilan Agama Paniai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2 Memberi izin kepada Pemohon (Dhede Widhiasmara) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (Irna Ratri Muru binti Markus Muru) di
depan sidang Pengadilan Agama Paniai;

3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis
Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempu upaya mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediator
Engkos Saeful Kholig, Lc (Hakim Pengadilan Agama Paniai) tanggal 21
September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah menyerahkan surat izin
perceraian dari atasannya Nomor R/92/VIII/2020/Res Paniai tanggal 13
Agustus 2020;
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Bahwa Termohon sebagai Pegawai Neger Sipil tidak menyerahkan
surat izin perceraian dari atasannya ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

— Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember
2007 di Kecamatan Nabire, Kota Nabire;

— Bahwa benar Pemohon pemah mengajukan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Paniai pada tanggal 25 Nopember 2019, namun
Pemohon mencabutnya;

— Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih satu minggu dan pada bulan
Januar 2008, Saudara dan Pemohon ke Paniai karena Pemohon bertugas
ke Polres Paniai

— Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama Shalzabilla Kinanthi Asmara bin Dhede Widhiasmara, umur 12
tahun 8 bulan dan Zhelouva Anugerah Putra Asmara bin Dhede
Widhiasmara, umur 9 tahun, dan saat ini keduanya ada dalam asuhan
Termohon;

— Bahwa benar Termohon menolak Pemohon untuk melakukan hubungan
suami isteri karena Termohon lelah mengurus anak apalagi anak tersebut
dalam keadaan Autis, selain itu Saya masih mengikuti kegiatan prajab di
RSUD Paniai dan juga Termohon sedang dalam keadaan hamil 6 bulan;

— Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan tahun 2017, yang benar
sejak tahun 2010;

— Bahwa Tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan
orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan
Pemohon, yang benar penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dengan

wanita lain bernama Sukami (Baby sitter Saya dan Pemohon) dan saat ini
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Pemohon dan wanita tersebut sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, bahkan
hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sejak tahun 2009 karena
sebelum Sukami jadi babysitter Termohon dan Pemohon terlebih dahulu
menjadi baby sitter orang tua Pemohon.

— Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2017;

— Bahwa benar Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;

— Bahwa benar Termohon akan mengajukan gugatan perceraian dan
Termohon sudah pernah datang ke Pengadilan Agama Paniai untuk mencari
informasi pendaftarannya, akan tetapi menurut keluarga Termohon agar
Termohon melaporkan dahulu Pemohon ke Polres Paniai

— Bahwa benar keluarga Termohon dan keluarga Pemohon pemah berkumpul
untuk mendamaikan rumah tangga Termohon dan Pemohon, tetapi
dilakukan setelah Saya melaporkan Pemohon akibat perbuatanya selingkuh
dengan wanita lain ke Polres Paniai supaya dipecat dari kepolisian

— Baha Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena terlebih
dahulu menunggu proses pengaduan Saya di Polres Paniai, oleh karena itu
saya mohon kepada Majelis Hakim:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula
dan juga membenarkan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni dan mempunyai anak

2 (dua) orang ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108011911860002 atas
nama Dhedhe Widhiasmara yang dikeluarkan oleh Kabupaten Paniai
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tanggal 25 Januari 2019, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh
Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B-001/KUA.26.01.03/DP/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 24 Agustus
2020, bermaterai cukup, telah dinazegelend oleh Kantor Pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi kode P.2
Atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;
B. Saksi
Saksi 1 Yuli Aryati Binti M. Arifin, umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kerupuk, bertempat tinggal di
Asrama Polisi, Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, di bawah
sumpah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
— Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi
Pemohon;
— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tahun sekitar 2007, Saksi tidak hadir di pernikahannya
— Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon di Nabire, lalu pindah ke Madi,
Paniai
— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang,
saat ini keduanyatinggal bersama dengan Termohon
— Bahwa Saksi tahu semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan
tetapi sejak taun 2017, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
— Bahwa Saksi tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran, Saksi
hanyatahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempattinggal;
— Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

tinggal sejak tahun 2017;
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— Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan, namun saya pernah
mendengar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga
masing-masing

— Bahwa Saksitidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi 2 M. Syaiful Islam bin Danang Said, umur 34 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jin.

Sam Ratulangi No. 13 Nabire Papua, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut :

— Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Bibi
Pemohon

— Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
menikah padatahun 2007, Saksi tidak hadir di pernikahannya;

— Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nabire, lalu pindah ke Paniai

— Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2
(dua) orang, dan keduanyatinggal bersama dengan Termohon.

— Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa Saksi tidak tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon
dan Termohon tersebut, Saksi hanya diberitahu Pemohon ;

— Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak 2017 sampai sekarang sudahberjalan kurang lebih 3 tahun;

— Bahwa Saksi tahu, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman
bersama Pemohon dan Termohon;

— Bahwa Saksi tahu selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah
tidak pernah lagi berkomunikasi;

— Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pemah diusahakan oleh
keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan

Termohon menyatakan cukup;
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Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon tidak mengajukan
bukti ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak
mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimanatelah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon
agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga
telah ditempuh melalui mediasi olen Mediator Engkos Saeful Kholig, Lc (Hakim
Pengadilan Agama Paniai), namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim
berpendapat ketentuan peraturan yang terkandung dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan jugatelah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telah
menyerahkan surat izin bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun
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2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai

Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Pemohon merupakan
rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan
penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena
orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan
Termohon bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi umah tangga yang sudah
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta
telah dibenarkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang penyebab perselisihan dan
pertengkaran yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon
selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya dan membenarkan alasan perselisihan dan pertengkaran
dikarenan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah
mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban
semula;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan dan replik
Pemohon maupun jawaban dan duplik Termohon tersebut, maka dalam
pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian
dalam hukumacara perdata sebagai berikut
- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika

diakui sebagian, maka dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

- Bahwadalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
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- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan
harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;;

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara berimbang yakni
Pemohon dibebankan pembuktian dalil permohonannya dan Termohon
dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi
pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang
mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil
yang bersifat negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi
hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah
harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai
penyebab adanya perselishan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas
ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah ,
Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukiti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah
berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelend di
Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf (&) Undang
Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukii
tersebut secara formil dan diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik, yang
berdaya bukti sempuma dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon saat ini
tercatat sebagai penduduk Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat memberik bukti bahwa Pemohon dan

Termohon telah menikah padatanggal 14 Desember 2007;
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Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi yaitu: M. Syaiful Islam bin Danang Said dan Yuli Aryati
Binti M. Arifin, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dari segi materil isi keterangan kedua saksi adalah
fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua
saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, meskipun tidak mengetahui
sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi-saksi mengetahui
sendiri Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan sebagaimana yurisprudensi nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8
Juni 2005 memberikan kaidah bahwa keterangan dua orang saksi dalam
sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts
Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus
dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut memenuhi syarat
formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang
NTomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka
keterangan saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon tidak
mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas
permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh
Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan oleh Termohon adalah
tentang kondisi umah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga dibenarkan

keduanya sudah pisah tempattinggal serta sulitdirukunkan kembali;
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Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan, adalah
tentang penyebab pertengkaran, karenanya Majelis Hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab
pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai
Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya tentang penyebab
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon
tidak mengajukan alat bukti apapun, akan tetapi jawaban Termohon telah diakui
dan dibenarkan oleh Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan
Termohon yakni Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian bahwa apabila
atas suatu dalil diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar
adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat
dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rmkun karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain
bernama Sukami dan sudah pisah tempat tinggal serta sulit dirukunkan
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban
Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukumyang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah
tanggal 14 Desember 2007 dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;

— Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

— Bahwa penyebab perselishan dan pertengkaran adalah karena Pemohon
selingkuh dengan wanita lain bernama Sukarni;

— Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, yaitu
Pemohon keluar dari kediaman bersama sampai putusan ini dijatuhkan
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sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun 5 bulan, selama itu Pemohon dan
Termohon tidak saling memperdulikan .

— Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena
Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari
pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis
Hakim menilai umah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan
kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28
PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, bahwa diantara doktrin yang harus
diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah matri monial guilt tetapi
broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting
menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya
perselisinan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Pengadilan
adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon
dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan
dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau
hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam
sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Pengadilan berpendapat
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun
kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, namun upayatersebuttidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga
ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan
tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas
fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati
Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan
penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari
selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi
kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharatlahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti  hukum Islam dapat dirumuskan
dengan kalimat (duadd) qla Jlo At auldal) ¢ 0 (mencapai maslahat dan
menolak mafsadat) mengandung  pengertian  tujuan disyariatkannya
hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan
dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di
dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat
bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah

tuntunan Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

A 34 34 ey Al o e lpa Yy Y
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Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa
yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya’;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan
dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada
isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat
kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari

Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi:

¢S OEHEHA Do I BXURLOO IR v NSO
EXX I SHORNAIN AAOY BRI A # oS- [ Ri<+o
Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2 SRRy L] 5 T CAAOMHEHA DWwa I
74m |m |08 Oe OMNOr =200 E BB BONE R 40

WIOCBOTONHARNE @XIORO O

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
() instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan
Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkkan hukum,
karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon
dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan
diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu raji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Paniai”;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan,
bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan
mutah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas
isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan
tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta
oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian
karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari Anggota Kepolisian
Republik Indonesia, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum
Pemohon untuk membayar mutah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa mutah adalah kenang-kenangan terakhir dari
seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikannya, yang dulu pemah
hidup dalam satu atap, satu ranjang dan saling berkasih sayang sehingga
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah berutujuan untuk
menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri (Termohon) yang dicerai, hal
tersebut di atas berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang
berbunyi:

OI[>LARORN®O%- 6] O[> 20ORD Y WO

B AP PXIOQPeL AQE- OO
Artinya Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara
yang sebaik- baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuai bila ia

nusyuz;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ditemukan, Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan Termohon tidak dalam
keadaan nusyuz kepada Pemohon serta perceraian ini atas kehendak
Pemohon, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Igna’ juz Ill halaman 402 yang diambil
alih menjadi pertimbangan Majlis Hakim, yang berbunyi:

2Ll 3andl 5 Ol il U

Artinya : Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang
harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk istibra’yang juga untuk
kepentingan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah mutah dan
nafkah iddah yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal
80 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan
suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin untuk melakukan perceraian
yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Paniai bahwa Pemohon
bekerja anggota POLRI pada Polres Paniai dengan pangkat BRIGADIR, oleh
karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Indonesia
dan Perpres Nomor 103 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diketahui Pemohon
mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga
mengingat Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 12 (tiga
belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum
membayar kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap
bulan selama masa iddah yang akan dituangkan dalam amar putusan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkaraini;

MENGADILI
Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Dhede Widhiasmara bin | Ketut Suryadi
Aria) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Irna Ratri
Muru binti Markus Muru) di depan sidang Pengadilan Agama Paniai;

3.  Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) per bulan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 296,000.00 (dua ratus sembilan puluh enamribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Paniai pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H
sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholig, Lc dan Miftahul Jannah, S.Sy,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kuwat, S. Ag sebagai Panitera,

dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Engkos Saeful Kholiq, Lc ROCHMAT HIDAYAT,S.H.l, MH
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Miftahul Jannah, S.Sy

Panitera,

Kuwat, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00

- Panggilan :Rp 180.000,00

- PNBP 'Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00

- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 296.000,00
(duaratus sembilan puluh enamribu rupiah).
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